. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban pidana

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Menurut Barda Nawawi Arief!
pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang
didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang
didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas
legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip
bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam
beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti
(vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang memerlukan unsur kesalahan
(strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya
(error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan
pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut

dipersalahkan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk
untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak

pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

! Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. him. 23
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memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi

orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief?, pertanggungjawaban pidana harus
memperhatikan adanya unsur kesalahan untuk mewujudkan masyarakat adil dan
makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk
mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu
penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus
memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga
jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam

melaksanakannya

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas

tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si
pembuat.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang
berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati
atau lalai

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan
pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat®

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada unsur kesalahan, maka untuk

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal

ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur

kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada

umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali

2 1bid. him. 23
3 Ibid. him.50
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kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak
normal. Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa
terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih
meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak
berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan

berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1)
KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau
terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno®, bila tidak
dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal
dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila
hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus
memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

1. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau
sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak
kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus
menerus.

2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku
melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul
sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab

terdakwa tidak dapat dikenai hukuman

4 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 51
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Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
buruk, adalah merupakan faktor akal (intelectual factor) yaitu dapat membedakan
perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan
kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut
adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan
tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang
tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak
mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya
perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang

demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang
melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam
undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan
sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan
pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila
ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan
normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Maknanya
adalah pertanggungjawaban pidana menjadi sebuah mekanisme hukum, di mana
orang vyang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku, karena ia
dipandang sebagai subjek hukum vyang telah cakap atau mampu untuk

melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu.
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Hakim yang bebas dan tidak memihak menurut Romli Atmasasmita® telah
menjadi ketentuan universal. la menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di
Indonesia, pemeriksaan di siding pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim
itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang
diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula
kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran

materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan
diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat
dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di sati pihak berguna bagi
terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus
dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti
dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau

kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi °

, apabila ditelaah melalui visi hakim yag
mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-
nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara
mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas
dari hakim yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hakim masih menurut
menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna

hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan

(the 4 way test), yakni:

® Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, him. 2.
® Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina llmu, Surabaya, 2007, him.119.
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1) Benarkah putusanku ini?
2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan
di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan epadanya
jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191

Ayat (1) KUHAP).

Bertitiktolak dari sifat atau sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan
berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka
hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian,
kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian,
dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput
dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat atau mengambil suatu

keputusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus
mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga
putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan
yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut
diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi
hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan
hukum (onvoldoende gemotiverd). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim

sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih
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dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan

konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang

bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief’, dalam mengambil keputusan pada sidang

pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek sebagai pedoman pemidanaan:

a.

Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.
Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku
tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus
ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya
kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus
memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai
motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih
dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di
dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku

’ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him. 23.
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juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan
melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat
mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku,
misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal
dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan
sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas
juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana
bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau
bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus
terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku
tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi
perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,
memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga
menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman,
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agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal
tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya

kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.

B. Penegakan hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto®, pada hakikatnya kebijakan
hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in abstractio dan in concreto,
merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional
dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijkaan pembangunan nasional
(national development). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstraction
(pembuatan/perubahan UU; law making/law reform) dalam penegakan hukum
pidana in concreto (law enforcement) seharusnya bertujuan menunjang
tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang

terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP
buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan
penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi
lingkungan atau kerangka hukum nasional (national legal framework) sebagai
tempat dioperasionalisasikannya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah
berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Penjajahan Belanda
tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan

hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus

® Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan
Perdagangan Orang. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, him.85-86
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memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan
keadilan) dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum
pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem
hukum nasional/national legal framework) dan bahkan dalam konteks bangnas
dan bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di

Indonesia. °

Penegakan hukum menurut Mardjono Reksodiputro®® dapat menjamin kepastian
hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi
saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu
menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang
didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu
proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam
kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum

pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum didasarkan pada adalah pemahaman bahwa setiap manusia
dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang
memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang
buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam
menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia
memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain

untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk

® Ibid, him.86
10 Mardjono Reksodiputro. Loc. Cit. him.76
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bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum

yang diakui bersama.

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang
melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui
penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan
hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut
disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai

pertanggung jawabannya™

Menurut Barda Nawawi Arief‘?

, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam
suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah
masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang
terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang

bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan

tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Romli Atmasasmita®®, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan
(network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya,
baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan
pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam

kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya

11 Barda Nawawi Avrief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. him. 23

12 Mardjono Reksodiputro,Op cit. him. 12-13
13 Romli Atmasasmita. Loc. Cit. him. 2
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untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa
ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice,
maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-
asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam

penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum
pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-
sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan
yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Menurut Sudarto™®, pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu
disebut model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi
orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan
meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan
penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak
menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari
kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut
crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam

14 sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. him. 7
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bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan
nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem dalam sistem
peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan.

Menurut Muladi, satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan
pidana, yaitu due process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat
diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari
proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan
penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka
atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar

penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.*

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap
batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku
kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk
mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar
pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum
dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk

disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah
sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana

sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum

15 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP.
Semarang. 1997. him. 62.
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yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional
mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem
peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah
dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum
berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang
bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi
penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan
segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan

saling mempengaruhi satu sama lain.

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip oleh Mardjono

Reksodiputro®® harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang
menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut
ditegakkan tanpa terkecuali

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept)
yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan
sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul
setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-
keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM,

kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

16 Mardjono Reksodiputro, Op. Cit,.79.
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Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan
hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila
berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan
dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di

dalam masyarakat beradab.

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-
undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak
hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh
masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana
bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan
mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap
setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.
Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem,
terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan
kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah

dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.

Penegakan hukum menurut Soerjono Seokanto®’, bukan semata-mata pelaksanaan
perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang
mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

2. Faktor penegak hukum

1 Soerjono Soekanto, Loc cit, him.8-12.
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3. Faktor sarana dan fasilitas

4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan

Faktor-faktor di atas lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

ad.1

ad.?

ad.3

Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak
sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan
secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak
sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam
kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa
penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kezaliman. Penegakan
kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka
penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang



ad.4

ad.5
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memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang
memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum
yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka

akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan
nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian
antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat
dalam penegakan hukum, maka akan semakin mudah dalam
menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak
sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan

semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa masalah penegakan hukum

tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum, sarana

prasarana, masyarakat dan budaya. Hukum tidak bersifat mandiri, artinya ada

faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang
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harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Aparat
penegak hukum merupakan jalur yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam

rangka mengaktualisasikan peran sertanya dalam proses penegakan hukum.

Jalur hukum pidana adalah salah satu jalur yang bisa dilakukan atau digunakan
oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peran serta tersebut. Salah satu yang
membedakan pemanfaatan jalur hukum pidana dengan jalur hukum lainnya adalah
bahwa jalur ini baru dapat digunakan jika adanya bentuk pelanggaran atau
kejahatan nyata yang sifatnya pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh

hukum. Larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana terhadap pelakunya.

Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang
mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian
hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan
maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula
peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna

melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan.

C. Tindak Pidana Kehutanan

Menurut P.A.F Lamintang™, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku

adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

8 p AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.
1996. him. 16.
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Menurut Andi Hamzah®® tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan
dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan
dengan kesalahan. Orang vyang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai
kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan
perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai

kesalahan yang dilakukan.

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa
kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan
masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat
keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi
yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga
pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau
kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah
laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka
akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

19 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
2001. him. 19
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undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun

daerah. %

Menurut Andi Hamzah?, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang
dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan
dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai
kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan
perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai

kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak
pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki
unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di
mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum

dan terjaminnya kepentingan umum.

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang
bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang
tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah
menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkaln oleh
undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang
memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam

undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur

20 |bid. him. 20.
2L ibid. him. 22
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objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana

tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut P.A.F Lamintang®, dibagi

menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (Plegen)
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban
yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang
perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum
pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang
yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat
dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana
perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat
melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas
dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi

atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (Medeplegenr)
Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah
terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana
yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik
delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam
hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan

salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda,

2 p AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.
1996. him. 21-23.
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maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi
medeplegen berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-
pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing
serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam
lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi
(dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh
maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan
sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana
di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu
besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai
dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya
dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan
dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat

berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

. Menyuruh Lakukan (Doen Pleger)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat
dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang
meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang
dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak
yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki
dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain.
Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang
disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki

maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.
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4. Menganjurkan (Uitlokker)
Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal
dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis
(orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor
intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan
atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti
kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk
pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai
batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang
benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai
melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul
secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada

saat melaksanakan anjuran.

5. Pembantuan (Medeplichtigheid)
Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan
batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan
pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja
dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-
undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar
tanggungjawab pembuat tidak melampuai batas-batas dari apa yang disengaja
mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat
sifat aksesor (accessoire) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal
ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan uit lokker. Dalam pembentukan

terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus



44

terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa

dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.

Tindak pidana pendudukan hutan menurut Pasal 50 Ayat (3) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan

dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Selanjutnya 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, barang siapa dengan sengaja
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a,
huruf b, atau huruf ¢, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

D. Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Sudarto?®, penanggulangan tindak pidana yang dalam kepustakaan asing
sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy,
atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui
penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya

guna secara maksimal.

Upaya menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang
dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non
hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila

sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan

23 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. him. 22-23
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dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pelaksanaan dari politik

hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi
Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat
Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan
kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini
dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan
perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang
paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini
disebut Tahap Kebijakan Legislatif

2. Tahap Aplikasi
Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh
aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan.
Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta
menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh
pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak
hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap
ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi
Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-
aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana

bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat
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oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah
ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang
telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu
dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan
Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan

nilai-nilai keadilan suatu daya guna. %

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses
rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus
merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi
yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal)
maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan
yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan,
berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan
untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan
dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan
hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu
penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi
hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar

pengobatan simptomatik.

2% Sudarto.Op.Cit. him. 25-26
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Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan
larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan
suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.
Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu
sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana
(hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu
keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana
hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat

dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.*®

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam
hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-
ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan
pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.
Perumusan ini men-cakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan

keseim-bangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum
yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan
Perundang-Undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan
atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan
dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk
dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam

pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum

% p AF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, him. 12.
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atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana

selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.?®

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sebagai sarana
untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada
pembentukan peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga legislatif, yang
dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin

diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja®>’ menekankan
arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui
mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan
menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan
peradilan di Amerika Serikat. Dalam konteks ke Indonesiaan, fungsi hukum

demikian itu, diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukummerupakan suatu proses
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-
keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran
badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan
hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan
hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan
demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya

oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1996, him. 152-153.

2’ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun,
BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978. him. 11.
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Lawrence M. Friedman dalam Satjipto Rahardjo®® melihat bahwa keberhasilan
penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem
hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen,
yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum
(legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum
(legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu
sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma actual
yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para
pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal
culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-
harapan dan pendapat tentang hukum. Komponen keempat adalah dampak hukum
(legal impact). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah

dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa substansi hukum dalam wujudnya sebagai
peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang
memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis
untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Berkaitan dengan
budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell dalam Mochtar
Kusumaatmadja®, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide
tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan
sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara

terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara,

%8 Lawrence M. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and
how it affects our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, 1bid him. 16.

» Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Fungsi dan Perkem-bangan Hukum dalam Pembangunan
Nasional, Bandung: Binacipta, him. 25.
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dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku
yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan
lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu
menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum

yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa arti penting hukum pidana sebagai bagian
dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum
pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga

kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto®,
karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai
hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat
demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya
memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar
kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk
dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif
terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi.
Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu
sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat
pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam

masyarakat.

%0 AA.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku 1), Sinar
Harapan, Jakarta, 1988. him. 483.
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Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak
berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya.
Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya,
yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh
hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal

dengan pemidanaan atau pemberian pidana.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono®
melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada
konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Cara kerja hukum pidana dengan
melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang
luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam
arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak
(pemidanaan in abstracto) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in

concreto).

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-
undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum
pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari
para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law)
yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam
konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk
undang-undang penting dilakukan. Pembentuk undang-undang tidak semata-mata

berkekewajiban to adapt the law to this changed society, melainkan juga memiliki

38 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni,
Bandung. 1991. him. 53.
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kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan
masyarakat itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang, dengan demikian, tidak lagi
semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului
perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa
masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan
pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari

pembentuk undang-undang.*

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian
pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang
perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman
pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak
pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan
mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan

yang telah dilarang dan diancam pidana itu.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir®® pada umumnya memiliki
dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan
unsur objektif yaitu wunsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan.Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu
Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta

ketertiban di dalam masyarakat.

%2 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan, Bina
Aksara, Jakarta. 1979. him. 12.

% P.AF. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Delik-delik Khusus, Tarsito, Bandung, 1981
him.193.
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Menurut Badra Nawawi Arief**, kebijakan kriminal juga merupakan bagian
integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan
sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social
welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence
policy). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama
dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau
menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:
a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum
pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :
(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi
penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,
namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya

kejahatan.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan
yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus
pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia

hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian

%% Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti.
Bandung. 2002. him. 77-78
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dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan
politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah
perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/
tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa

pidana.

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat
menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu
diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua
perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria
yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi),
yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki;

perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.*

3 Ibid.him. 79



